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PENETAPAN
Nomor 0147/Pdt.P/2019/PA.Kdi

M\?_')/V?))‘%\_/A

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan
Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat
Nikah antara:

Pemohon I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Pedagang Beras, bertempat tinggal di Kota Kendari;

Pemohon Il, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah
tangga, bertempat tinggal di Kota Kendari;
Untuk selanjutnya Pemohon | dan Pemohon Il disebut sebagai
Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka

sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor
0147/Pdt.P/2019/PA.Kdi tanggal 17 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri yang sah
menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada
halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan
pada tanggal, 13 Maret 1993 di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari,
Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam Kampung yang
bernama Djamil sedang yang menjadi Wali Nikah ayah kandung dari
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pemohon 2 yang bernama La Reka, sedang yang menjadi saksi nikah

masing masing bernama Amin dan Laode Hakiki dengan mas kawin berupa

15 Boka Muna yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang

hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 1 berstatus Jejaka dan Pemohon

2 berstatus Perawan;

4. Pernikahan Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak ada halangan untuk

menikah (bukan hubungan saudara, sesusuan dan semenda (ipar);

5. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah

dikarunia 1 (satu) anak bernama Risman, lahir di Kendari tanggal, 03 Januari

1999;

6. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan

tidak mempunyai isteri/suami lain;

7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan Akta

Nikah,karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan

Agama (KUA) Kecamatan Kendari, dengan alasan petugas yang dimintakan

bantuan oleh Pemohon ternyata lalai tidak mendaftarkan pernikahan

pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon

membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan

Akte Kelahiran dan urusan lainnya dari para Pemohon, yang mana

memerlukan penetapan pengesahan nikah;

8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para

pemohon tersebut diatas, maka sudah selayaknya para Pemohon

mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum

yang jelas dalam keluarga para Pemohon;

9. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon, bermohon

Kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq.Majelis Hakim untuk memeriksa
dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

sebagai berikut :
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Primer.
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon | dan Pemohon |l yang di
laksanakan pada tanggal 13 Maret 1993 di Kelurahan Jati Mekar
Kecamatan Kendari, Kota Kendari;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider.
= Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain,mohon putusan yang seadil
adilnya ( ex a quo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon
telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan
penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu
dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan
oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon
telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi — Saksi.
1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
pendidikan SMA, alamat Kota Kendari, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon | dan

Pemohon Il di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari yang

dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1993;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut

adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama La Reka dan dihadiri

dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Laode Hakiki dengan mas kawin
berupa 15 boka Muna, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il adalah jejaka dan

perawan;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk

menikah menurut syar’i;

- Bahwa Pemohon | hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon Il dan

selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

2. Saksi Il, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Imam mesjid Gunung
Jati, Pendidikan SR, alamat Kota Kendari, telah memberikan keterangan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai tetangga;

- Bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon | dan

Pemohon Il di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari yang

dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1993;

- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut

adalah ayah kandung Pemohon Il yang bernama La Reka dan dihadiri

dua orang saksi nikah yaitu Amin dan Laode Hakiki dengan mas kawin
berupa 15 boka Muna, serta ada ijab kabul;

- Bahwa status Pemohon | dan Pemohon Il adalah jejaka dan

perawan;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada halangan untuk

menikah menurut syar’i;

- Bahwa Pemohon | hanya mempunyai satu istri yaitu Pemohon Il dan

selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;

- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya, tetap pada
permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera
menjatuhkan Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang
terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara
persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa para Pemohon dalam positanya menerangkan
bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Maret
1993 sesuai agama Islam di kelurahan Jati Mekar, kecamatan Kendari, Kota
Kendari, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama
setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku
Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut,
berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para
Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum
agama Islam;

Menimbang bahwa para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi
dalam hal ini sebagai tetangga Pemohon | dan Pemohon Il serta telah
disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana
diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai
pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il adalah fakta yang dilihat dan dialami
sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon,
oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil
sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi
tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut
telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu
keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut diperoleh
fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan tanggal 13
Maret 1993 di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari Kota Kendari;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi ketentuan syariat

Islam;
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- Bahwa para Pemohon telah hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu)
orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak
diketemukan fakta perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il melanggar
ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada
Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal
14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan
harus ada :

a) calon suami;
b) calon isteri;
c) wali nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon yang
dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh
suatu fakta bahwa benar antara Pemohon | dan Pemohon Il suami isteri sah,
yang menikah pada tanggal 13 Maret 1993 di Kelurahan Jati Mekar Kecamatan
Kendari Kota Kendari, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut
diatas;

Menimbang, bahwa apabila pengakuan para Pemohon dan keterangan
saksi-saksi para Pemohon, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon | dan
Pemohon Il tidak terdapat halangan yang dapat menghalangi hubungan
pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun
dari sudut ajaran agama Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses
pernikahan telah diurus berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena
kelalaian petugas P3N setempat, sehingga pernikahan para Pemohon tidak
tercatat, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para

Pemohon;
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Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam bahwa Istbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain
disebutkan huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak
mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma
hukum Islam yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :

1. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang berbunyi :

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang
perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas
pernikahannya;

2. Kitab Mughni al Muhtaj juz Il sebagai berikut :

33> ole zIGUL alslall asdWJl L l,8] Jasg -

Artinya :
Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang ‘aqil baligh,
menurut gaul jadid.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon | dan
Pemohon Il yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 1993 di Kelurahan Jati Mekar
Kecamatan Kendari, Kota Kendari telah memenuhi syarat dan rukun suatu
perkawinan sesuai syari’at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara aquo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989
juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50
Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;
Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaiatan dengan perkara ini;
MENETAPKAN
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1. Mengabul

kan permohonan Pemohon | dan Pemohon I;

2. Menyatak

an sah perkawinan antara Pemohon | dengan Pemohon Il yang dilaksakan

pada tanggal 13 Maret 2018 di Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Kendari,

Kota Kendari;

3. Membeba

nkan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga

kini sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kendari pada hari Jum’at

tanggal 2 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1440
Hijriah oleh Drs. Abd Pakih, S.H, M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan
Agama Kendari sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan
didampingi oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan
dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti Ketua Majelis,

Amnaida, S.H., M.H. Drs. Abd Pakih, S.H, M.H

Perincian biaya :

1 Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2 Biaya Proses Rp 50.000,00
3 Biaya Panggilan Rp 90.000,00
4 PNBP Panggilan Rp 10.000,00
5 Redaksi Rp 10.000,00
6 Meterai Rp  6.000,00

Jumlah Rp  196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)
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